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Menimbang

Mengingat

BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN PERJALANAN DINAS
UNTUK KEGIATAN ALOKASI DANA DESA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2009

BUPATI PEMALANG,

bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi
Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
dapat berjalan dengan tertib, efisien, efektif, transparan dan
akuntabel sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standarisasi Biaya Kegiatan Perjalanan Dinas Untuk Kegiatan
Alokasi Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pemalang Tahun 2009

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomr 53
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
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Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009;

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009;

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 71 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI  BIAYA
KEGIATAN PERJALANAN DINAS UNTUK KEGIATAN ALOKASI
DANA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2009.
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Pasal 1
Standarisasi Biaya Kegiatan Perjalanan Dinas Untuk Kegiatan Alokasi Dana Desa di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 sebagaimana tercantum pada
Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2
Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas untuk kegiatan Alokasi Dana Desa berpedoman
pada satuan yang berlaku pada saat perjalanan dilaksanakan dan tidak melampaui harga
tertinggi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Standarisasi Biaya Kegiatan Perjalanan Dinas Untuk Kegiatan Alokasi Dana Desa ini juga
dipergunakan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan
Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Tahun 2009.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 5 Februari 2009

BUPATI PEMALANG,

Cap.ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 5 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
Cap.ttd

H. SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 9



